
ten tang 

Ber basis 

menetapkan Peraturan Walikota 

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 
Elektronik: 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dlmaksud dalam huruf a, Iruruf b dan huruf c, perlu 

c. bahwa uni uk menyelaraskan arah dan kebijakan 
dalam pengelolaan reknologi informasi dan 

komunikasi datam penyelenggaraan pemcrintahan, 
maka Peraturarr Walikota 1<1.tpang Nomor 4 Tahun 

2019 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e. 
Gavemment di Lingkungan Pemerintah Kota Ku-pang 
ditinjau kembali; 

b. bahwa untuk menyelenggarakan tata. kelola 
Pemerintahan Daerah yang bai.k clan .meningkatkan 
layanan pablik: perlu menerapkan penyelenggaraan 
pemerimahan berbasis elektronlk; 

a. babwa kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasl yang pesat serta potensi 
pemanfaatannya secara luas terutama dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, membuka 
peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan 
pendayagunaan informasi dan komuni.ka.si .secara 
cepat, tepat dan akurat; 

Menimbarig 

Wi\LIKOTA KUPANG, 

DENGAN RAHMAT TUE-IAN YANG MAHA ESA 

PENYELENQOARAAN SIS1'EM PF;MERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONJK 

TENTANO 

PERATURAN \V ALIKOTA KU PANG 

N'OMOR22 TAHUN 2021 

PROVl.11181 NUSA TENGGARA TIMUR 

W ALIKOTA KUPANG 

• 



• 

1. IJndang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah T:i.ngkal IT Kupang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tah un 1996 • 
.Nomor 43; Tambahan Le111bara11 Negara Republik 

1ndonesia Nomor 3633); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Inforrnasi dan Transaksi Elektronik [Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Tahua 2008 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia 
Nomor 4843) sebagaimana telah. diubah dengan 
Undang-Undang .Nomor 19 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor I I Tahun 

2008 tentang rn facmasi ciao Transaksi Elektronik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nornor 251, Tambahan Lernbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5952); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lem.baran Negara 
Repu blik T ndonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4846); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik [Lernbaran Negara Republik 

Indonesia. Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Repablik Indonesia Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nornor- 23 Tahun 2014 tentang 

Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 terrtarig Crpta Kerja (Lembaran 

Negara Repubhk Indonesia Tah.un 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia .Nomor 6573); 

Mengingat 



• 

Pernerintah Kota Kupang yang • 
di bidang kornunikasi dan 

adalah perangkat daerah di lingkungan 

rnenyelenggarakan urusan pemerintah 
informatika. 

I /u,, 

5. Dinae Komunikasi dan lnformatika, yang eelanjutnya disebut Dinas 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kupang. 

3. Walikota adalah Walikota Kupang, 

2. Pernerintah Daerah adalah Pemerintab. Kota Ku pang. 

1 . Daera h ada lah Kola Ku pang. 

Dalam, Peraturan Walikota ini yang dimaksud deogan: 

KETftNTUAN UMUM 

Pasal 1 

BAB I 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGAR1-\AN 

SlSTE.M PEMERINTAHAN BERBASfS ELEKTRONIK. 
Menetap.kan 

MEMUTUSKAN: 

7. Peraturan Presiclen Nornor 95 Tahun 2018 l.entang 

Sistem Pemerin.tahan Berbasis Elektronik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1821; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Apararur Negara 
dan Rcformasi .Birok:rasi Nomor 5 Tahun 2020 
tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem 

Pemerintahan Berbasia Elektrorrik [Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun ;2020 Nomor 261 ); 

9. Peraruran Menteri Pendayagunaan Apararur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 
tentang Pemantauan dan Evaluasi Siatem 

Pemeriruahan Berbasis Elekuoruk [Berita Negara 

Repnblik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994); 

6. Pemruran Pemerint.ab Nomor 82 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transa.ksi Elektronik 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nornor J 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5348); 



. 
elcktronik clan komponen terkait lalnnya untuk keperluan. penempatan, 
penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data. 

16. Pusat Data adalah fasllitas yang digunakan untuk penempatan sistem 

15. !nfrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan 
fasilitas yang monjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, 
aplikasi, .komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkal 
inLegrasi/penghubung, dan perangkat elektronik !ainnya. 

12. Arsitekrur SPB~ Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur 
SPBE adalah kerangka dasar yang rnendeskripsikan intcgrasi proses 

bisnis. data clan. inforrnasi, infrastruktur SPBR, aplikasi SPBE, dan 
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintcgrasi, 
yang ditcrapkan di Pemerintah Dae rah. 

13. Peta Rencana SPBE Pernerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta 
Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah, dan langkah 
penyiapan dan pelaksauaan SPBE yang terintegrasi yang diterapkan di 
pemerintah dacrah. 

14. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling 
terkait dalam pelakaanaan rugas dan fungsi lnstansi pusat clan 

pernerintah daerah masing-masing. 

10. Layanan SPBE adalah keluaran yang di.hasilkan oleh l (satuJ atau 
bcberapa fungsi aplikaai SPEE dan yang rnemiliki nilai manfaat. 

11. Jntegrasi Layanan SPBE adalah proses yang menghubungkan clan 
menyatukan 'beberapa Layanan SPBE .ke dalam satu kesatuan alur kerja 
Layanan SPBE. 

8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya 
pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPEE secara 
terpadu, 

9, Manajemen SPBE adalah serangkaian proees untuk mencapai penerapan 
SPBE yang efektif, efisien dan berkesinambungen, serta layanan SPBE 

yang berkualitas. 

• 

o. rerang,<at vaeran auaian perangxat oaeran 01 ungkungan f'emenntan 
Kota Kupang yang merupakan unsur pembanru Walikota dalam 
penyelonggaraan pemerintahan daerah. 

7. Sistern Pernerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat 
SPBE: adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan 
teknologi informaai dan, komunikasi untuk mernberikan l~1yanan kepada 
Pcngguna SPBE. 



• marrusia. 

25. Informasi Elektronik yang selanjutnya ctisebut dengan Informasi adalah 
satu atau sekumpulan data elektronik, termaauk namun. tidak terbatas 
pada tulisan, suara. gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange - yang selanjutnya disingkat EDI, surat elektronik (surel), 
telegram, teleks, telecopy a.tau sejcnisnya. huruf, ianda, angka, kode 
akses, sirnbol, atau perforasi yang tel.ah diolah yang rnemiliki arti atau 
dapat dipaharni oleh orang yang mampu memahaminya. 

26. Pusat Pemulihan Bencana yang selanjutnya disebut Disaster Recovery 
Centre ada!ah suatu fasilitas yang digu.nakan untuk memulihkan 'kembah 
data atau informasi serta fungsi-fungei pentirrg SPBE yang terganggu atau 
rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau 

23. Audir Teknologi Infbrmasl dan Komunikasi adalah proses yang slstemaris 
untuk memperoleh dan mengevaluasi buku secara objektif terhadap aset 
teknologi tnformasi dan kcimunikasi dengan rnjuan untuk rnenetapkan 
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan 
kriterla..dan/ata.u :itandar yang telah diterapkan. 

24. Pengguna SPBE adalah lnstansi pusat, pernerinrah daerah, pegawai 
Apararur Sipil Negara, perorangan, rnasyarakat, pelaku usaha, dau pihak 
lain yang memanfaatkan Layanen SPBE. 

22. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam 
SF'BE. 

21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, 
digunakan dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah 
tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang buka:n kebutuhan 
instansi pusat clan pemerintnh daerah lain. 

20. Aplikasi Umum adalahAplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan 
secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atat1 pemerintah daerah. 

19. Aplikasi SPBI!: adalah satu atau sekumpulan program komputer dan 
prosedur yang dirancang untuk rnelakukan tugas atau fungsi Layanan 
SPBE. 

• 18. Sistem Penghubung Layanaa adalah perangkar Integrasi/penghubung 
untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE. 

L7. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang rnenghubungkan antar 
simpul jaringan dalam suatu organlsasi. 



34. Pelayanan Level 2, atau selanjutnya disebut sebagai Service Desk Tier 2, 

adalah unit di Dinas Kormrntkasi dan tnlormattka yang memiliki tugas dan 

wewenang sebagai. pihak yang dihubungi Service Desk Tier 1 apabila 
t·erdapat permasalahan TIK Perangkat Daerah yang tidak rnampu 
diselesaikan oleh Seruice Desk Tier 1 dan dihu bungi peaggune layanan TlK 
untuk melaporkan dan merninta pertolongan terkait permasalahan 1'lK 

yang disediakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. 

32. Repositori adalah tempaL penyimpanan aplikasi, source-code, dan berbagai 
dokumentasi ap1ikasi 1ainnya. 

33. Pelayanan Level 1, atan selanjutnya disebur sebagai Service Desk Tier 1. 

adalah staf atau unit d.l Pcrangkat Daer-ah yang merniliki tugaa dan 
wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi 
pengguna layanan TU{ (single· pofn.t contac~ untu.k melaporkan dan 
rneminta. perrolongan terkait pennaselahan TJR di Perangkat, Daerah 
tersebut, 

3l. Kcamanan. Informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE 
dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, 
penghapusan, gangguan, dan/arau penghancuran oleh pihak yang tidak 
berwenang, 

30. Interoperabilitas Sistc1n adalah kemampuan dua sistern atau dua 
korrrponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data dan 
rnenggunakan inform.asi yang dipertukarkan. 

29. Perangkat Daerah Pemilik Layanan adalah Perangkat Daerah yang 
berdasarkan. uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan _penangung 
jawab utama lay.anan terkait, 

27. Proses Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat 

proses. adalah kumpulan aktivitas-aktivitas ierkait pengelolaan TIK yang 
terstruktur dengan masukan dan mcnghasilkan luaran tertentu. 

28. Perangkat Daerah Mandiri TH{ adalah Perangkat Daerah yang dinilai telah 
mampu membangun., mengernbangkan! dan rnengelola aplikasi dan/atau 
infrastruktur SPBE. 



(5) Eflsiensi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( I_) huru f d merupakan 
optimalisaei pernanfaatan. eumber daya yang mendukung SPBE untuk 
mencapai tujuan SPBE yang ditetapkan. 

(6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e rnerupakan 
kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE. 

(7) Irrteroperabilita.s sebagaimana dirnaksud pada ayar (1) huruf ~ rnerupakan 
koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem.elektronik, 
dalam rangka pertukaran.data, informasi, atau Layanan SP.BE . . 

(4) Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mcrupakan 

'.kcbcrlanjutan SPBE secara terenoana, bertahap, dan. torus rnenerus 
sesuai dengan perkembangannya. 

(3) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan 

pengintegrasian surnber daya yang mendu.kung SPBE. 

(2) Efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rnerupakan 
optimalisasi pemanfaatan surnber daya yang mendukung SPBE yang 
berbasil guna sesuai dengan kebutuhan. 

g.keamanan 

f. inreroperabilitas: clan 

e. akuntabilitas; 

d. efisiensi; 

c. kesinambungan; 

b, keterpad uan; 

a. efektivitas; 

(1) SP13E di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan 
prinaip: 

Pasal 3 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota Joi uruuk memberikan acuan, 

pedornan dan panduan pelaksanaan .SPBE di lingkungan Pemerinlah 
Dae rah, 

• 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Wali.kota ini untuk mengatur 
pelaksanaan SPBE di lingkl.mgan Pemerintah Daerah dengan mengacu 
pada Arsitektur SPBE. 

Pasal 2 



• 

i lavanan ::iPRF:. 

h. keamanan SPBE; dan 
• 

g. aplikasi S-PBE; 

f. infrastruktur SPEE; 

e. data dan informasi; 

d. preses bisrria; 

c. rcncana dan anggaran SPBE; 

b, peta rcncana SPBE; 

a. aristektur SPBE; 

(1 [Tata Kelola SPBE berrujuan unruk memastikan penerapan unsur- unsur 
SPBE secara terpadu. 

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (ll meliputi: 

Pasal 5 

J3agian Kesatu 
Umum 

TATA KELOLA SPBR 

BAB Ill 

d. penyelenggara SPBE. 

c. audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan 
evaluasi SPBE; dan 

b. rnanajemen SPBE: 

a, tata kelola SPBE; 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan, Walikota ini meliputi: 

BABil . 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

. . 

(8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) buruf g merupakan 
lcerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaalian <lan kenirsangkalan 
(n.onrepudiatior~ surnber daya yang mendukung SPBE. 



d.hasil pemantauan dan -evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah: 

c. penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional; 

b.kebutuhan Daerah; 

a. perkernbangan. keadaan; 

a.jangka waktu 5 (lima) tahun apahila Ar-sitektur 8PBE ditetapkan seauai 
jangka waktu RPJMD; atau 

b. kurang dari jangka wakru 5 (lima) tahun apabila Arsirektur SPBE 
ditetapkan pada saat tahun berjalan RPJMD. 

(6J Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Arsitekrur SPBE 
sctiap tahun. 

(7) Perubahan A.rs-itcktur SPB~ dapat dilekukao sewaktu-waktu dengan 
memperhatikan: 

(4) Arsitcktur SPBB ditetapkan dengan Keputusan Walikota, 

(5) Arsitektur SPBE ditetapkan untuk: 

[3) Pelaksanaarr SPBE di li.ngkungan Pernerintah Daerah wajib .mengacu pada 
Arsitektur SPBE.. 

f. domain an,i~eklurLayarum SPOE.. 

d. domain arsitektur Aplikasi SPBE; 

e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan 

c. domain arsitcktur Infrastruktu:r SPBE; 

b. domain arsitektur Data dan Infermasi: 

a. domain arsitektur Proses Blsnia; 

(1) Arsitektur S.PB.h; bertujuan untuk -memberikan panduan dalam 
pelaksanaan i.ntegrasi Proses Bisnis, Data dan lnformasi, lnfrastruktur 

SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan 
SPBE yang terpadu di ling,kungf'm Pemerin tah Daerah. 

(2) Domain arsitektur SPBE mendeskripsikan substansi arsitektur yang 
memuat: 

Bagian Kedua 
Arsitektur SPDE 

Pasa16 



• 

• 

_g- ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Perubahan Peta Rencana SPBE sebagairoan.a dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

[ basil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah; 
dan/atau 

e. perubahan Arsitektur SPBE Pernerintah.Daerah; 

d.. perubahan rencana startegis Pemerint.a.h Daerah; 

c. penyesuaian atau perubahan Peta Rencana SPBE Nasional; 

b. keburuhan Daerah; 

a. perkembangan keadaan; 

(lJ Pet.a Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE 
Pemerintah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Daerah, 
dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah, 

{2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (Jima) tahun. 

(J) Peta Rencana SPBE ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

(4J Dinas melakukan pcmantauan dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE 
setiap tahun. 

(5) Perubahan Peta Rencana SPBE dapat dilalrukan sewaktu-waktu dengan 
meperhatikan: 

Bagian Ketiga 

Pel.a Rencana.SPBE 
Pasa1 7 

(8) Perubahan Arsitektur S.1-'HE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

g. ketentuan peraturan perundang-undangan. 

f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; 
dan/atau 

e. perubahan pada unsur SPEE Pemerinrah Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); 



(2) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) harus rnernenuhi 
standar .keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan data 
dan Informasinya. 

( 1) Setiap Perangkat Daerah menyediakan data dan mformasi sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 10 

Data dan lnfermasi 

Bagian Keenam 

(3) Proses Bisms yang saling cerkait dtsusun secara terintegrasi untuk 

mendukung pembangunan atau pengcmbangan Aplikasi SPBE dan 
Layanan SPBE yang terintegrasi, 

('I) Proses Bisnis dan Aplikasi SPBE harus terintegrasi dengan proses 
bisnis/aplikasi di daetah lain/pemerintah dan atau pemeriniah dacrah 
lain. 

(2) Proses Bisnis disusun oleh Perangkat Daerah pernilik Layanan S~BE 
berdasarkan pada Arsitektur SPBE. 

(1) Penyusunan Proses Bisnis benujuan untuk memberikan pedoman dalam 
penggunaan data dan infcrmasi serta penerapan Aplikasi SPBE, 
Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE. 

Pasal9 

Proses Bisnis 

Bagian Kelima 

(2) Rencana dan Anggaran SPBE berpedoman pada Arsitektur S"PBE dan Peta 
Reucarra SPEE. 

(1) Rencana dan Anggaran SPBE disusun oleh Perangkat Daerah, .sesuai 
dengan proses percncanaan dan pengganggaran tahunan pemerintah. 

Pasal 8 

• · Rencana dan Anggaran 8PT3E 

Bagian Keempat 



a. panduan penggunaan sarana, prasarana T1K di lingkungan Pemerintah 
Daerah, termasuk penggunaan e-mail resmi kantor, penggunaan. akses • 
internet, pengaksesan data kantor baik dari LAN, W~, maupun 

I internet: L u.,- 

(2) Kebijakan keamanan, mformast sebagaimana pada ayat (1) mencakup 

anrara lain: 

(1) Dalam rangka perlindungan keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi 
serta keutuhan data clan informasi sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 10 
ayat (2), Dinas menyusun kebijakan keamanan informasi, 

Pasal 12 

e; menjamin kerersediaan akses data dan informasi oleb pihak yang 

berwenang. 

b. menerapkan ?lentikasi dan pendeteksian modifikasi; 

c. menjaga kerahasiaan data dan inforrnasi dari pihak yang tidak 

berwenang; 

d. menjaga kentuhan dan orisinalitas data dan informasi; dan 

a. merretapkan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan 
pengendalian keamanan lainnya; 

(2) Pelaksanaan perlindungan sebagai dirnaksud pada ayat (I) dilakukan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pelaksanaan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan melalui. 

(I) Perlindungan. keamanan, kerahasiaan, kekinian, akurasi serta keutuhan 
data dan .informasi. eebagaimana dirnaksud dalam Pasal IO ayat (2) 
rnenjadi tanggungjawab Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya 
dengan mernperhatikan tugas dan fungsl masing- rnasing Perangkat 

Daerah. 

Pasal ll 

(4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan dengan mengacu pada Arsitektur SPBE. 

• 

(3) Stru.k"Till" serta format data dan informasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus sesuai dengan stander yang ditetapkan dengan 
mernperhatikan prinsip interoperabidtae clan kearoa nan. 



Perangkat Daerah dan antar Perangkat Daerah, dan sating terhubung, 

sebagaimana 
oleh internal 

(4) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah 
dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bagi pakai 

(3J Penggunaan lnfrastruktur SPBE Pemerintah Daerah bertujuan untuk 
meningkatkan efisienei, kesmanan, dan kemudahan integrasi dalam 
rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagl internal dan antar 
Perangkat Daerah, 

(2) Pembangunan dan pengernbangan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah 
harus didasarkan pada Arsitektur SPBE. 

c.sistem penghubung layanan antar instansi pemerintah daerah dan 
dengan instansi pusat. 

bjaringan intra pemerintah daerah; clan 

a.pusat data; 

(1) lnfrastruktur SP8f; Pemerintah Daerah terdiri atas: 

Pasal l3 

Bagian Ketujuh 

Jnfrastrukrur SPEE 
Paragraf 1 

Umum 

d.kewajibau menglmplementasikan perangkar Iunak clan perangkat keras 
kea manan inform.as! di sistem antar Perangkat Daerah atau WAN serta 
mcmonitor keamanan informasi khususnya di serana praearana TIK 
yang .mcnjalankan fungsi vital bagi jalannya Pernerintahan Daerah. 

(3) Kebijakan keamanan informasi sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) 

berlaku untuk .semua Perangkat Daerah penyedia data dan informasi. 

c. kewajiban setiap Perangkat Daerah untuk mengimplementaeikan 
perangkat lunak dan perangkat keras keamanan informasi cli sistem 
internal Perangkat Daerah tersebut atau LAN, khususnya sistern 1'!1{ 

yang langsung terkoneksi dengan internet; dan 

• b.panduan membawa peralatan TIK pribadi ke kantor dan 

mcngb.ubungkannya dengan aarana prasarana 1'fK di lingkungan 
Pemerintah Daerah: 



• 

(7) Perangkat Daerah .Mandiri TlK dapat mengadakan sendiri server serta 
rnelakukan konfigurasi, operasional dan perawatan. server. 

(6) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan jaminan 

colocation, keamanan server dan up-time server. 

(5) Setiap PerangkaL Daer-ah dl lingkungan Pemerintah. Daerah wajib 
menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data. 

(3) Pusat Data sebagaimana dirnaksud pada ayat (21 huruf b dikelola oleh 
Dinas. 

(4) Infrastruktur Pusat Data sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) harus 
scsuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yaTig berlaku. 

a.pusar data uasional, atau 

b.pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal 

pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria 
kebutuhan Pemerintah Daerah. 

(2) Pusat Data Pemerintah. Daerah dapat berupa: 

(1) Penggunaan Pusar Data bertujuan untuk 'meningkatkan efisiensi dalam 
memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah, 

Pasal 14 

PusatData 

Paragraf2 

(7) Sistem Penghubung Layanan pemerintah sebagaimanan dimaksud pada 
ayat. (1) huruf c.merupakan perangkat Integrasi pertukaran Layanan S-PBE 
antar Perangkat Daerah dan antara Perangkat Daerah dengan Instansi 
Pu sat. 

(6) Jaringan lntra pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan jaringan .interkoneksi terrurup yang rnenghubungkan aruar 
Perangkat Daerah. 

(5) Pusar Data sebagaimana dnnaksud pada ayat (l) huruf a merupakan 
Pusat Data yang digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah dan 
saling rerh u bung. 



• 

(2) Setiap Perangkat Daerah harus mcnggunakan Jaringan Intra Pemerintah 
Oaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(1} Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daorah bcrtujuan untuk menjaga 
keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul 
jaringan daJam Pemerintah Daerah. 

P.<1.sal 18 

-Jaringan Intra Perneriruah Daerah 

Dmas menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang distmpan di dalarn 
Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Paragraf 3 

Pasal 17 

(2) Dinas melakukan koordinasi dan strperviai terhadap Perangkat Daerah 
terkait pelaksanaan kewajiban pencadnngan (back-up) data sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( L). 

(l) Setiap. Perangkat Daerah wajib melakukan pencadangan (back-up) data 
secara berkala lee dalarn server di Pusat Data Pernerintah Dacrah. 

Pasal 16 

(2) Dalam. rangka integrasi data di Pusat, Data sebagalmana dimaksud pada 
ayat (1), Dinas rnelakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuen 
dan Perangkat Daerah.pemilik data. 

(I) Penyimpanan data dilaksanakan secara terpu-sat dan tcrintcgrasi di Pusat 
Data. 

Pasal 15 

(8) Dalam hal Pe-rangkaL Daerah tidak dapat mengadakan server sendiri 

sebagalmana dimaksud pada ayat (.6). maka Dinas dapat rnenyediakan 

fasilitas Virtual Private Seruer (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan • 

server di Pusat Data. 



• 

fungsi masing-rnasing Perangkat Daerah. 

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengadakan, rnengembangkan, dan 
mengelola situs web yang berisi informasi dan layanan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. dengan memperhatikan tugas pokok dan 

Pasal21 

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyerahkan diagram Infrastruktur LAN 
yang terbangun 'kepada Dinas, 

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaporkan detail perubahan infrastrukrur 
LAN apabila terdapat perubahan infrastruktur LAN. 

Pasal 20 

(2) Infrastrukrur LAN Perangkat Daerah harus dapat diperiksa oleb Dinas. 

(1) lnfraetrukrur Jaringan tnrra Pemertntah Oaerah sebagaimana dirnaksud 

dalarn Pasal 18 harua sesuai dengan standar yang ditetapkan dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

Pasal 19 

b.Perangkat Daerah Mandiri Tl.K melaksanakan perencanaan, 

pernbangunan, pemeliharaan, pengoperasian. d.an/atau pengembangan 
infrasrrukt.ur LAN dan Infrastruktur khusus Perangkat Daerah sesuai 
dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fnngsi 
maalng-masing Perangkat Daerah. 

(4) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau 
pengernbangan infrastruktur LAN dan lnfrastruktur khusus Perangkat 
Daerah selain Perangkat Daerah Mandiri TIK dapat d.ilaksanakao oleh 
D.inas. 

a.dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, 
pengoperasian darr/utau pengembangan infrastruktur WAN hingga 
rou.tBT Perangkat Daera.h seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan 
fiber optic Pemerintah Daerab. 

(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian darr/atau 

pengembangan Jaringan f.ntra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai 

berikut.: 



• 

• 

b.aplikasi khusue, 

a.aplikasi umu.m; dan 

(2J Aplikasi SPBE .sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

(1) Aplikasi SPBE digunakan Pernerintah Daerah untuk memberi.kan Layanan 
SPBE. 

Pasal 23 

Bagian Kedelapan 
Aplikasl SPBE 

c.mcndapatkan pertimbangan kelaikan operasi dan keamanan dari Dinas. 

(4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dirnaksud 
pada ayai (2), Perangkat Daeran haru s: 

a.membuat keterhubungan dan akses data dan .Jaringan Intra Perangkat 
Daerah dengan Jaringan Intra Perarrgkat, Daerah yang membutuhkan; 

b.memenuhi standar mteroperabilitas antar Layanan SPEE dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 

(2) Setiap Perangkat Daerah wajib menyedia.kan Sistem Pengh.ubung Layanan 
untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau 
layanan SPBE yang dikclolanya. 

[3) Sistern Penghubung Layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 

(2) dibangun oleh Di.nas atau Perangkat Daerah Mandiri TIK. 

Sistem Pengbubung Layanar, Pasal 
22 

(1) Penggunaan, Sistern Penghubung Layanan Pemerintah Daerah bertujuan 
untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar layan-an SPI3E. 

Paragraf 4 

. 
(2) Situs web setiap Perangkat Daerah sebagairnana dirnakaud pada ayat 

(1) harus merupakan sub domain atau menginduk pada portal 
Pemerintah Dacrah https:/ /www.kupangkot.a.go.id 



L It.... 

(2) Dalam pelaksanaan pengujuan aplikasi sebagairnana dtmaksud pada a_yat 
(1), harus dilengkapi : 

(1) Porangkar Daerah yang melakukan pembangunan dan/atau 
pengembangan aplikasi wajib melakkan pengujian Aplikasi yang dirancang 
sebelum, diimplementasikan ke infrastrukrur layanan yang sebenarnya. 

Pasal24 

(7) Aplikasi sebagaimana climaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan 
standar yang ditet:apkan dan ketentuan peraturan perundang 
perundangan yang berlaku. 

(6) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat [l) dioperasikan oleh Perangkat 
Daerah Pemilik Layanan. 

b. perencanaan, pembangunan. pemeliharaan dan/ atau pengembangan 
Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas atau Perangkat Daerah Mandiri 
TIK. 

(5) Pelaksanaan pcrenoanaan, pembangunan, pcmellharaan d.an/atau 
pengembaugan aplikasi sebagairnana dirnaksud pada ayat (3) ditetapkan 
sebagai berikut: 

a.perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/aiau pengernbangan 
Aplikas; Umum dilakukan oleh Instansi Pusat, atau Dines dalam hal 
daftar resrni Aplikas! Um um belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang 

berwenang; 

(4) Kcterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau 
pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Dinas dan barus didasarkan pada Arsitektur $PBE. 

g. pengawasan; dan 

h, a1."\Ul~abilitas l;cinerja. 

f. pengelolaan barang milik daerah; 

e. kearsipan; 

d. kepegawaian: 

c. pengadaan barang dan jasa; 

b. keuangan; 

• a. perencanaan dan penganggaran; 

(3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun 
oleh pemerintah rneltputi: 



• 

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan 
Kearnanan SPBE, pimpinan Perangkat Daerah. dapat melakukan 

konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas. 
L Ii.. 

( 11 Perangkar Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. 

Pasal 26 

(61 Penjan,inan kentrsangkalan (nonrepudiatiofl) sebagaimana dimaksud pe.da 

ayat (1) dilakukan melali penerapan tanda tangan digital sesuai dengan 
peraturan perundang-undan gan. 

(41 Penjaminan ketersediaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dilakuan 
melalui penyediaan cadangan dan pemulihan. 

(5) Penjaminan keastian sebngaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui penyediaan mekariisrne verillkasl dan validasi. 

(3) Penjaminan kentuhan sebagalmana dimaksud pada ayat Ill dilakukan 
melalui pcndeteksian modifikasi. 

(2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan 
melalui penctapan klasiflkasi keamanan, pembatasan akses, dan 
pengendalian keamanan lainnya. 

Bagian Kesembilan 
Keamanan SPBE 

Pasal 25 
(1) Keamanan SPBE rnencakup penjarrrinan kerahasiaan, keuuihan, 

ketersediaan, keaslian, dan kentrsangkalan {rrortrepu.ili.ation) surnber daya 

terkait data dan infonnasi, Infrastrukrur SPBE, dan Aplikasi SPBE. 

(5) Bak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud 
pada nyflt (4) rnenjadi milik Pemerintah Daerah. 

(4) Aplikaai beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

wajib diserahkan kepada Dinas unruk didokumentasikan dan disimpan di 

Repositorl. 

(3} Perangkat Daerah dapai melibaikan Dinas dalam pelaksanaan pengujian 
untuk memastikan kesesuaian fungsinya. 

d. Source Code dengan penjelm;un fungai masing-masing procedure. 

o.dokumen manual penggunaan aplikasi; dan 

b.dokurnen perancangan aplikasi; 

a.coxumeu Keoulum:m pt:Tdlll!,Kdl 11,111,tt,, 



"1 ... 

(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan _pen:nasalahan 
• .Keamanan SPEE, pimpinan E'eran.gkat Daerab dapat rnelakukan 

konsuH.asi dan atau koordinaai dengan Dinas. 

(11 Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE. 

Pasal 26 

(6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiatjon) sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( J ) dilaku kan roe la Li penerapan tanda tangan digital sesuai dcngan 
peraturan perundang-undangan. 

(5) Penjaminan keaalian sebagai.roana dimaksud pada ayat (l) .dilakukan 
roelalui penyediaan mekan isme verifikasi dan validas.i. 

(4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakuan 
melalui penyediaan cadangan dan.pemulihan. 

Bagian Kesembilan 
Keamanan SPBE 

Pasal 25 
(1) Kearnanan SPB~ mencalrup penjaminan kerahasiaan, keuruhan, 

ketersediaari, keaslian, dan kenirsangkalan (11onrepudia.tionl sumber daya 
terkaii data dan informasi, 'lnfrastruktur SPEE, dan Aplikasi SPHE. 

(2) Penjaminan kerahasiaan aebagairnana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
rnelal ui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan 
pengendalian .keamanan lainnya. 

(3) .Pcnjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1) dilakukan 
melalui pendeteksian modiflkasl. 

(5) Hak cipta atas Aplikaai beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) menjadi milik Pemerintah Daerah. 

(4) Apllkasi bcserta ketengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
wajib diserahkan kepada Dinas untuk dtdokumentaslknn dan disimpan di 
Repositori. 

(3) Perangkat Daerah dapat melibatkan Dinas dalam pelaksanaan, pengujian 
untuk memastikan kesesuaian fungslnya. 

d. Source Code dengan penjelasan fungsi maaing-masing procedure. 

• c.doknmen manual penggunaan aplikasi; dan 

a.coxumen kenuruhan perangkat lunak; 

b.dokumen perancangan aplikasi; 



g. akuntabilitas 'kinerja organisaei; 

f. pengelolaan barang rnilik negara: 

e. jaringan informasi kearsipan: 

d. Kepcgawaian; 

c. Keuangan: 

b. Perrganggaran; 

a. Perencanaan; 

(1) Perangkat Daerah pemihk layanan harus menyediakan layanan 

administrast pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mcndukung 
kcgiatan di bidang: 

Pasal 28 

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbaais Elektronik 

Paragraf 2 

(3) Layanan publik berbasis elektronlk sebagaimana climaksud pada aya; 

(l) huruf b merupakan Layanan SPBE yang rnendukung pe\aksauaan 
pelayanan publik di Pemerintahan Daerah 

(2) Layanao administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang 
mendukung tara. laksana internal birokrasi dalam rangka mcningkatkan 
kinerja dan. akuntabilitas Pemerintah Daerah. 

b.layanan publik berbasis elektronik. 

a.layanan admintstrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan 

(ll f..ayanan SPBE terdiri atas: 

Pasal27 

Bagian. Kesepuluh. 
Layanan SPBE 

Paragraf l 
Umum 

• 

(3) Ketentuan mengenai atandar reknis dao prosedur Keamanan SPBE 

tercantum dalam .Lampi:ran. 



• 

• I 

(2) La:yanan Publik Berbasls Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 

(lJ dapat dibangun dan d.ikembangkan sesuai dengan kebutuhan mengacu 
pada Peraturan Pcrundang-undangan. 

I. sektor lainnya, 

k, perhubungan, dan 

J. jarninan sosial, 

J. kesehatan, 

h. lingkungan hidu p, 

g. komunikast dan informasi, 

f. pekerjaan dan usaha, 

e. sector pendidikanj'pengajaran, 

d. pengadaan barang dan jasa, 

c. Jarlngan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDlll), 

b. layanan-satu data, 

(1) Layanan Publik Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
27 ayat ( 1) huruf b melipu ti: 

a. layanan pengaduan pelayanan puhlik, 

Pasal 29 

Paragraf 3 

Layanan Publik Berbasis Elektronlk 

(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan 
dengan pembangunan daa pengembangan aplikasi umum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 23. 

1. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrast pernerintahan. 

k. naskah dinas elektronik; dan 

j. pengawasan internal 1;>em.erintah; 

h, sasa.ra.n kinerja pegawai; 

i. layanan pemantauan dan evaluasi perencanaan serta penganggaran; 



(2) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedornan pada S.tandar Nasional Indonesia, atau standar inrernaaional 
apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia. 

[3) Dinas mengkoordinir dan mclakukan pemantauan pelaksanaan 
manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

.h, manajemen Layanan SPBE. 

g. manajemen perubahan; dan 

f. manajemen pengetahuan; 

e. rnanajemen sumber daya manusia; 

d. manajemen aset teknologi informasi win komunikasi; 

e. manajemen data; 

b. manajemen keamanan informasi; 

a. manajemen risiko; 

(1) Perangkat Daerah rnelaksanakan Manajemen SPBE, rneliputi: 

Pasal 31 

Bagian Kesatu 

Umum 

1',{AN AJEl.filN $PBE 

BAB IV 

( 1) Pemerintah Daerah mcnerapkan Integrasi La.yaoan SPBE didasarkan pada 
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah. 

(2) lntegrasi Layanan SPBE antar Perangkat Daerah dikccrdinasikan oleh 

Dinas. 

• Pasal 30 

Integrasi La:yanan Sistem Pemerlntahan Berbasis E:lektronik 

Paragraf s 



' I. 

(4) Dalarn pelaksanaan manajemen keamanan mformasi, Perangkar Daerah 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas, 

(3) Manajernen keamanan informasi sebagaimana dtmaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi 
SPBE. 

(2) Manajemen keamanan informasi dilakukan rnelalui serangkaian proses 
yang meliputi pe:netapan ruang lingkup, penetapan penanggungjawab, 
perencanaan, dukungan pen:gope:rasian, evaluasi kinerja, da.n perbaikan 
berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE. 

(l) Manajemen keamanan informasi scbagai.manan dimaksud dalam Pasal 31 
ayat (1) .huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE 
dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi. 

Manajemcn Keamanan Informasi 

Bagian Ketiga 

(3) Manajemeu risiko sebagairnana dima.ksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE. 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi 
dan.dapat melakukan konsultasi dengan Dinas. 

(2) Manajcmcn risikc dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, 
analisis, pcngendalian, pemantauan, clan evaluasi terhadap ri-siko dalam 
SPBE. 

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat {1) huruf a 

ben:ujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan memlnimalkan 
darnpak risiko dalam SPBE. 

Pasal 32 

Bagian Kedua 

Manajemen Risiko 

Pasal 33 



• 

(4) Dalam 'pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, 
Perangkat Daerah. berkoordinasi dan, dapat melakukan .konsultasi dengan 
Dinas dan Perangkal Daerah yang berwenang mengelola urusan aset 
Pemerintah Daerah. 

13) Manajernen aset teknologi informasl dart komunikasi sebagalmana 
dirnaksud pada ayat, (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen 
aset, t.eknologl lnformasi dan kom.unikasi SPBE. 

(2) Manajemen aset ieknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui 
serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, clan 
penghapusan perangkat. keras dan -perangkat lunak yang digunakan 
dalamSPBE. 

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat ( 1) huruf d bertujuan untuk menjamin 
ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi tnformasi dan 
.komunikasi dalam, SPBE. 

Pasal 35 

Manajemen Aset, Teknologi lnformasi dan Komunikasi, 

Bagian Kellina 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkar Daerah berkoordinasi 
clan dapat rnelakukan konsultasi dengan Dinas. 

(3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen data SPEE. 

(2) Manajernen Data dilakukan rnelalui serangkaian proses pcngelolaan 
arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data. 

(1) Manajemen Data sebagaiman Pasal 31 ayat (1) huruf c bertujuan. unruk 
menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan 
daper diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 
pengendalian pembangunan nasional. 

Pasal 34 

Bagian Keernpat 

Manajemen Data 



• 

' 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah 

berkoordinasi dan dapat mclakukan konsultasi dengan Dinas, 

(3) Manajemen pcngetahuan sebagaimane dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahun SPBE. 

(2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses 
pengumpulan, pengolahan, penyirnpanan, penggunaan, <Jan alih 
pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SP.BE. 

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 

(I) huruf f bertujuan untuk rnerringkarkan kualitas Layanan SPBE dan 
mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE. 

E"asal 37 

Manajemen Perrgetahuan 

Baglao Ketujuh 

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah 
berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas dan 
Perangkat.Daerah yang. berwenang mengelola urusan aparatur Pemerintah 
Daerah, 

(2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan rnelalui serangkaian proses 
perencanaan, pei1gembe.ngan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber 
daya manusia dalam SPBE. 

(q) Manajemen surnber daya manusia memastikan ketersediaan dan. 
peningkatan kompetensi sumber daya manusta untuk pelaksanaan Tata 
Kelola SPBE dan Manajem.en SPBE di.semua Perangkat Daerah, 

(4} Manajemen surnber daya manusia sebagaiman dimaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia 
SPBE. 

(l) Manajemen sumber daya manusia sebagalmana dimaksud dalam Pasal 

31 ayat ()) huruf e bertujuan unluk menjamin keberlangsungan dan 
peningkatan mutu layanan dalam SPBE. 

Pasal 36 

Bagian Keenam Manajcmen 
Sumbe:r Daya Manusia 



• 

(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayac (2) 
merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, 

pcrmintaan, dan perubahan Layanan $PBF. dari Pengguna S'PBR. 

(4) Pengoperasian Layanan SPB~ sebagaimana dimakeud pada ayat (2) 

merupakan kegiatan pendayagunaa.n dan pemeliharaan Infrastruktur 

SPBE dan Aplikasi SPBE. 

(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE: sebagairnana dimaksud pada, ayat (2) 
merupa.kan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang 

berpedoman pada metodologi pombangunan dan pengembangan Aplikasi 

SPBE. 

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 31 ayat 

(2) huruf h bertujuan uncuk menjamin keberlangsungan clan 

rneningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE. 

(2) Manajemeo Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses 
pelayanan Pengguna SPBE, pengcperasian Layanan SPBE, dan 
pengelolaan Aplikasi SPBE. 

Pasal39 

Bagian Kesembilan 

Manajemen Layanan SPBE 

(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah 
berkoordinasi clan dapat, mela.kukan konsultasi dengan Dinas, 

. . ..-, 

(2) Manajernen peruhahan dilakukan melalui serangkaian proses 
perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan 
evaluasi terhadap perubahan SPBE. 

Pl Manajemen perubahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE . 

(1) Manajernen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) 
huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan 
kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi 
dalamSPBE. 

Pasa138 

Manaiernen Perubahan 



• 

a.penerapan tata kelola dan rnanajemen teknologi informesi dan 

komunikasi; 

(2) Audit Teknologi Inforrnasi dan Komunikasi rneliputi perneriksaan hal 

pokok tekrris pada: 

b.audilAplikasl SPBE; dan 

c.aud.it Keamanan SPBE. 

a.audit Infrastruktur SPEE; 

Pasal 40 
( 1) Audit Teknologi lnformasi dao Komunikasi tcrdiri atas: 

AUDIT TEKNOLOGr lNFORMASJ DAN KOMUNlKASf 
SERTA PEMANTAUAN DAN EVALlJAST SPBE 

Bagian Kesatu 

Umum 

(8) Seruice Desk Tier l sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a 

bertanggung-jawab uni.uk menyelesaikan berhagai permasalahan layanan 

SPBB! di tingkat Perangkat Daerah. 

(9) Dalam bal Seruice Desk Tier l tidak mampu rnenyelesaikan permasalahan 
Jayanan SPDJ•; di tingkat Perangkar Daerah sebagairnana dirnaksud pada 
ayat {8), rnaka Service Desk Tier 1 rnenyampaikan permintaan solusi 

permasalahan ke Service Desk 'l'ier2. 

(10) Service Desk Tier 2 bertanggung-jawab menyelesai.k.an permasalahan 
layanan SPBE ya\lg ridak marrrpu diselesaikan Service Desk Tier I. 

(Ill Dinas rnelakukan koordinasi dan supervtsi antara Seruice Dest: Tier 1 di 
masing-masing Pcrangkat Daerah deogan Service Desk Tier 2 di Dinas. 

(12) Dalarn pelaksanaan rnanajernen Layanan SPBE, Perangkat Daerah 

berkoordinasi dao dapat melakukan konsultasi dengan Dinas. 

b. Dinas membenruk tim sebagai Service Desk Tier 2. 

a. setiap perangkat daerah menunjuk minimal 1. (satu) orang staf atau 
membenruk tim untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi .sebagai 

teknisi 'l'JK sekaligus Service Desk-Tier 1. 

(7) Dalam rangka pelaksanaan. Manajemen Layanan SPBE, maka: 

(6) Manajemen Layanan SPBE .sebagaimana climaksud pada ayat (2) 
dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE. 



(3) Audit Aplikaai Khusus aebagaimana dimaksud pada ay:tt (1) huruf b 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu} kali dalam 2 (dual tahun oleh Dmas. 

(1) Audit Aplikas; SPBE dilakukan pada AplikasiKhusus. 

(2) Audit Aplikas! SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

berdasarkan, standar dan tara cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBE. 

Pasal42 

Audit Aplikas.i SPBE 

Bagi.an Ketiga 

(3) Dalam melaksanakan audit tnfrast:.rukius SPBE Dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi 

dan lniorm.atika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit 

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah, 

(1) Audit Jnfrastrukti SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) 
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun oleh Dlnas. 

(2)Audit lnfrastruktur SPDE sebagaimana. dimaksud pada ayat (11 
dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit 

Infrastrukrur SPBE. 

Pasel 41 

Audit Infrastrukrur SPRE 

Bagian Kedua 

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan 
kebijakan umum penyelenggaraan Audft. Teknologi Informasi clan 

Komunikasi. 

(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga 

pelaksaria Audit Teknclogl lnfonn.asi dan Komunika:si pemerinrab atau 
lembaga pelaksana Audit Teknologi lnformasi dan Komunikasi yang 

ierakrcditasi sesuai dengan. kctentuan peraturan perundang-undangan. 

d. aspek teknologi informasi dan komun.ikasi lainnya, 
• 

c.kinerja teknologi in1ormasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan 

b.fungsionalitas teknologi infor.masi den kornurrikasi; 



• 

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluaei sebagaimana dimaksud pada ayat 

(IJ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

[1 l Dinas melaksanakan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap 
implementasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan 
meningkatkan kualitas SPBE di Petnerintah Daerah, rnengidentifikasi 
permasalahan SPB~, peluang, SPBF<:, pelaksanaan Arsitektur SPBI<:: dan 
Peta Rencana SPBE. 

Pasal44 

Bagian Kelima 

Pemantauan dan Evaluasi SPBE 

(3) Audie keamanan tnfrastruktur SPBE Pemerintah Daerah dan audit 

keamanan Aplikasi Khusu.s sebagai.!llana dirnaksud pada ayal (1) 
dilakukan paling sedikit 1 [sam] kali da:lam 2 (dua) tahun oleh Din.as. 

(41 Dalarn melaksanakan audit keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah. 
Daerah don audit keamanan Aplikasi Khusue sebagaimana dimaksud ayat 
(1) Dinas berkoordinaei dengan Kententerian Komunikasi dan Informatika 
terkait pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan audit 'kcamanan 
Infrastrukrur SPBE Pemerintah Daerah dan audit keamanan Aplikasi 
Khus1.1s. 

(2) Audit keamanan SPBE sebagairnana dimaksud pada a_yat (1) dilaksanakan 
berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit kcamanan SPBE. 

(1) Audit keamanan SPBE dilakukan pada lnfrastruktur SPBE Pemerintah 
Daerah dan Aplikasi Kh usu s. 

Pasal 43 

Audit Kernanan SPBE 

Bagian Keempat 

(4) Dalam mclaksanakan audit Apbkas• Khusus, Dinaa sebagaimana 
climaksud pad a ayat ( 1) berkoordinasi dengan Kemencerian Komunikasi 
dan Informatika lerkail. pemantauan:, evaluasi, dan pelaporan audit 
Aplikasi Khuaus. 



• 

b. telah memiliki kemampuan dan pengalaman membangun, mengelola • 
dan/atau mcngetnbangkan aplikasi SPJ3E secara mandiri. 

(4) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dllaksanakan dengan mendaearkan 
pada kriteria sebagai berikut: 

a.memiliki SOM TlK; dan 

(2~Penetapari Perangkat Daerah Mandiri TTK eebagairnana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan setelah mclalui proses penilaian evaluasi kelayakan 
terhadap Perangkat Daerah, 

(J) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap Perangkat Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dila.kukan oleh Dinas. 

(1) Dalam rangka mcwujudkan upaya peningkatan kemampuan dan 
kapasitas Pemerintah Daerab dalam memenuhi dan mengantisipast 

kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TLK, rnaka dapat ditetapkan 
Perangkat Daerah Mandiri TH<. 

Pasal 46 

Bagian Ktidua 

Perangkat Daerah Mandiri TIK 

(3) Koord.inatorSPBE adalah Sel<retans Daerah. 

(2) Tim Koordinasi SPOE sebagaimana dimaksud pada ayat (!) berada di 

bawah dan bertanggung-jawab kepad.a Walikota. 

(l l Untnk meningkatkan keterpad uan pelaksanaan Tata kelota SPBE, 

Manajemen SPBE, dan. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, scrta 
pemantauan dan. evaluasi SPBE Perncrintah. Daerah, Walikota memberrtuk 
Tim Koordinasi SPBE. 

Pasal.45 

PENYEL&NGGARA SPBE 

Bagiap Kesatu 
Tim Koordinasi SPBE 

BAB VJ 

Pl Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud, ayat (1) 

dilaporkan kepada Wa.1.ikota melalur Sekretaris Daerah. 



• 

Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan pemerirrtahan berbaais 
elektronik sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini harus menyesuaikan 
d.engan Peraturan Walikota ini dalarn jangka waktu paling Iarna 2 [dua] tahun 
sejak.Peraturan Walikota Ini diundangkan. 

Pasal 49 

BAB IX 

KETENTifAN PERALIHAN 

Pendanaan pelaksanaan SPBE di Iingkungan Pemerintah Daerah bersumber 
dari Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah dan/atau surnber pendanaan 
lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uncl.angan. 

Pasal 48 
- 

BAB Vlll 

PE,NDANAAN 

(4) Setiap Perangkat Daerah melakukan perbaikan rnutu penyelenggeraan 
SPBE secara berkesinambungan. 

(3) Pimpinan Perangkat, Daerah rnelakukan evaluasl secara, ber.kala dan 
rnenyeluruh t.erbadap penyelenggaraan SPBE. 

(1) Pemantauan dan eealuast penyclenggaraan SPBE bertujuan untuk 

meningkatkan mutu penyelenggaraan SPBE. 

(2) Tim Koordinasi .SPBI?: mengkoordinir pemantauan dan evaluasi 
terhadap penyelenggaraan SPBE. 

- 
Pasal 47 

BAB vn 
PEMANTAU,AN DAN EVALUASI 

(6) Bcrdasarkan usulan sebagaimana dirnaksud pada aya; (5) Walikota 
menetapkan Perangkat Daerah Mandiri ·r1K dengan Keputusan Wal1kota. 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Dinas rnengusulkan 

Perangkat Daerah yang layak unruk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah 
Mandiri TU< kepada Walikota. 



• 

BER1TADAENA!i KOTA KUPANG TAtlUN 2021 NOMOR 539 

fl'AHRENSY PRJESTLEY fi'UNA Y 

Diundangkao di Kupang pada 
tanggal 30 September 2021 

~ SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,~ 

N R. RlWU KORE r tJEFIR6 

Ditetapkan di Kupang 

pada tanggal 30 Scptem1ter 2021 

,Q...,wALlKOT KUPANG, ~ 

Agar setiap orang dapat .mengctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikora Ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah 
Pernerintah Daerab. 

Peraturan Walikota.ini mulai berlaku pada ta.nggal diundangkan. 

Pasal 51 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku. maka Peraruran Walikota 
Kupang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e 
Gouemment di Lingkungan Pemerintah Kota. Kupang (Berita Daerah Kota 
Kupang Tahun 2019 Norncr 379) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasa:150 

KETENTUANPENUTUP 

BABX 
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